BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Gersik adalah kota santri dalam menyadarkan kepada
manyarakat Gresik akan pentingnya tolong menolong sesama pemerintahan
kota Gresik menyarankan agar para PNS dan Karyawan yang ada di
kabupaten Gresik agar menyalurkan Infagnya kepada BAZ. Agar pihak BAZ
dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat Grsik yang kurang mampu
dan yang membutuhkan.

Islam selain mengajarkan banyak hukum-hukum, Islam juga
mengajarkan kepada umatnya agar saling tolong menolong, misalnya seperti
orang yang mampu/kaya harus menolong orang yang kurang mampu/miskin.
Hal itu semua sudah dijelaskan dalam al-Quran surah Al-Maidah: (5) 2,
Allah berfirman:
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Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebafikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat

dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Dari penjelasan ayat di atas kita semua akan lebih aman kalau bisa

menjaga tali hubungan dengan Allah atau sang Khalik, dan menjaga

hubungan kita dengan manusia juga. Salah satu contoh menjaga hubungan

! Departemen Agama RI, Al-HikmahAl-Qur’an dan TerjemahnyaBandung: Diponegoro, 2010),
97.



kita dengan Allah adalah dengan selalu mengingatNya seperti mengerjakan
apa yang diperintahkan dan menjauhi semua laranganNya. Kemudian salah
satu contoh bentuk hubungan antara manusia dengan manusia adalah tolong-
menolong. Bentuk dari tolong menolong sangat banyak salah satunya yaitu
bisa berupa menyisihkan harta kita untuk diberikan kepada orang-orang yang
membutuhkan seperti mengeluarkan zakat, /nfag, dan shadakah.

Salah satu bentuk muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia,
yaitu /nfaq. Infag merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam
Islam, /nfag disini tidak sama dengan zakat dan shadagah karena /nfag tidak
ada nasabnya, bisa diberikan pada orang tua anak yatim dan sebagainya.

Pengertian /nfag adalah mengeluarkan sebagaian harta benda yang
dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Dalam /nfag
tidak ada n/sab. Karena itu /nfag boleh dikeluarkan oleh orang yang
berpenghasilan tinggi atau rendah, di saat lapang atau sempit.? Surat al-
Imran (3) 13:
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Artinya : (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di

waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan

amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-
orang yang berbuat kebajikan.’

2 Syafi’ie El-Bantanie, Zakat, Infaq, dan Sedekah, (Ciganjur: Salamadani, 2009), 2.
Departemen Agama RI, .A/-Qur’an dan Terjemahannya, 406.



Infag merupakan ibadah sosial yang sangat utama. Kata /nfag
mengandung pengertian bahwa menafkahkan harta di jalan Allah tidak akan
mengurangi harta, justru akan menambah harta.*

Perintah mencari harta (menjadi orang kaya) telah diperintahkan
dalam al-Quran, walaupun tidak secara langsung, Umpamanya, perintah
berzakat dan ber/nfag. Bagaimana mungkin orang berzakat dan ber/nfag,
tanpa ada harta kekayaan. Hal ini berarti anjuran bagi setiap muslim supaya
berusaha menjadi hartawan. Andaikata belum mampu berzakat, maka
sekurang-kurangnya ber/nfaq.

Berdirinya badan amil zakat merupakan realisasi dari pemberlakuan
UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan
Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan
Undang-undang No 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-undang Nomor 17 Tahun
2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan.’

Keberadaan BAZ dapat dijumpai dari tingkat nasional sampai tingkat
kecamatan. Pembentukan BAZ untuk tingkat nasional dilakukan oleh
presiden atas usul menteri agama. Untuk tingkat daerah propinsi oleh

Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.

4 -
Ibid., 2.
*Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Moderen, (Jakarta: Gema Instan Press, 2002),

126.



Untuk daerah Kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas
usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau kota dan untuk
tingkat kecamatan oleh camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan (pasal 6 UUPZ). Badan Amil Zakat di semua tingkatan tersebut
memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan
informatif.®

Badan Amil Zakat Kota Gresik, dibentuk untuk mencapai daya guna,
hasil guna, professional dalam pengelolaan dana zakat, /nfag, dan sadagah
(Z1S), sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam di Kota Gresik
seutuhnya dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, /nfag, dan
sadagah (Z1S).

BAZ Kabupaten Gresik diharapkan mampu berkiprah memberikan
pelayanan dan memberikan bimbingan serta informasi kepada muzakki
terkait dengan permasalahan zakat, /nfag, sadagah. Disamping itu, BAZ
Gresik juga menerbitkan Bulletin sebagai media informasi dan silaturrahim
dengan nama bulletin BAZ Kabupaten Gresik yang edisi perdana (Edisi 1-
Ramadlan 1431 H/Agustus 2010 M) telah diterbitkan dan diharapkan dapat
menjadi media komunikasi antara muzakki dengan pengelola, pengelola
dengan mustahiq maupun muzakki dengan mustahiq secara langsung dalam
pengembangan wawasan, informasi tentang kegiatan kelembagaan dan

pendayagunaan potensi zakat dan /nfag yang ada di Kabupaten Gresik.’

SAbdul Ghofur Anshori, Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak
di Indonesia (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006 ), 99.
" Dokumen BAZ Gresik



Dalam perkembangan selanjutnya, keberadaan BAZ Gresik menjadi
semakin penting mengingat potensi zakat dan /nfag masyarakat Gresik
cukup besar, yang berarti dengan adanya BAZ ini diharapkan bisa membantu
meyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan keagamaan di wilayah
Kabupaten Gresik.

Dalam BAZ Gresik, dana yang diperoleh, dihasilkan dari para
pegawai/karyawan yang ada di lingkungan pemerintahan kabupaten Gresik,
di BAZ Gresik ada surat keputusan (SK) dari Wakil Bupati yang menjabat
sebagai ketua BAZ agar para pegawai/karyawan yang ada di Gresik berkenan
menyetorkan /nfag dan zakatnya di BAZ. dan isi surat keputusan (SK) itu
ada golongan-golongan untuk para pegawai/karyawan dalam membayar

infagnya yaitu:®

Golongan | : Rp. 5.000,00

Golongan I : Rp. 10.000,00
Golongan 11 : Rp. 15.000,00
Golongan 1V : Rp. 25.000,00
Karyawan BUMD : Menyesuaikan

Dengan adanya surat keputusan (SK) tersebut para
pegawai/karyawan yang ada di kabupaten Gresik berkenan mengeluarkan
infagnya pada BAZ agar dikelola dengan baik dan disalurkan pada mereka

yang membutuhkan.

® Surat keputusan (SK) Wakil Bupati No 451/55/437.13/2013 tentang Infaq Bulanan



Adanya /nfag berbeda dengan zakat, /nfaq tidak mengenal r/sab atau
jumlah harta yang ditentukan secara hukum. /nfag tidak harus diberikan
kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua,
kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam
perjalanan, dan lain sebagainya’.

Melalui latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan
penelitian lebih lanjut dengan judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap
Penentuan Nominal /nfag bagi Pegawai/Karyawan di Lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Gresik”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas

maka dapat diidentifikasikan permasalahan dalam penelitian ini yaitu

sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tentang /nfag yang ditentukan nominalnya bagi
pegawai/karyawan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gresik.

2. Praktek tentang /nfag yang ditentukan nominalnya bagi
pegawai/karyawan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gresik.

3. Proses infagyang ditentukan nominalnya bagi pegawai/karyawan di
lingkungan pemerintahan Kabupaten Gresik.

4. Mekanisme terjadinya penentuan nominal /nfag bagi pegawai/karyawan

di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gresik.

° Ali Hasan, Zakat dan Infag Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia,(Jakarta:
kencana, 2006), 26.



5. Latar belakang terjadinya penentuan nominal /nfag bagi
pegawai/karyawan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gresik.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas
batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam
penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis
membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Praktek penentuan nominal /nfaq bagi pegawai/karyawan di lingkungan
pemerintahan Kabupaten Gresik.
2. Analisis hukum Islam terhadap penentuan nominal /nfag bagi

pegawai/karyawan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gresik.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana praktek penentuan nominal /nfag bagi pegawai/karyawan di
lingkungan pemerintahan Kabupaten Gresik.?
2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap penentuan nominal /nfag
bagi pegawai/karyawan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gresik?
Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau
penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang pernah
diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan

merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada.



Masalah yang berkaitan dengan /nfaq telah ada dibahas dan ditulis
dalam karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan gambaran penulisan,
sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama. Adapun penelitian
yang membahas /nfag diantaranya:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Maftahalul Lailiyah yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam /nfag
Produktif di Yayasan Dana Sosial al-Falah”. Pokok pembahasannya adalah
bahwa aplikasi system tanggung renteng dalam /nfag produktif yayasan dana
sosial al-Falah boleh dilakukan, tentunya dengan memperhatikan asas dan
prinsip yang ada dalam hukum Islam dan muamalah. Seperti prinsip akad
suka sama suka.°

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fauzi yang berjudul
“Analisis Hukum Islam Terhadap /nfag yang ditentukan Untuk
Pembangunan Masjid Asy-Syarif di Desa Tanggung Prigen Kecamatan
Glagah Kabupaten Lamongan™ hasil penelitian menyimpulkan bahwa /infag
pembangunan masjid Asy-Syarif merupakan pembangunan masjid yang
ditentukan yang termasuk dalam kategori dari pembagian /nfag yang wajib,
karena /nfag ini bertujuan untuk pembangunan masjid dan untuk

kemaslahatan umat. Dengan demikian pembangunan masjid yang ditentukan

10 Maftahalul Lailia, ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Infag
Proauktif di Yayasan Dana Sosial Al-Falah”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2008), 50



nilai nominalnya diperbolehkan dalam hukum Islam selama tidak
bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadist.™

Dari kedua penelitian terdahulu di atas, terlihat bahwa dari segi
tema ada kesamaan yaitu tentang /nfag. Selain itu dari kedua penelitian
tersebut menerangkan pengelolaan atau penggunaan /nfag. Yang
membedakan dari kedua penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan
penulis lakukan terletak pada i/nfag yang ditentukan dan ada golongan-
golongannya sendiri bagi para pegawai/karyawan yang ada di ruang lingkup
Kabupaten Gresik. Oleh karena itu penulis akan mengambil tema yang
berudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Nominal /nfag bagi

Pegawai/Karyawan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gresik.”.

E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian dan pembahasan tentang Analisi Hukum
Islam Tentang Penentuan Nominal /nfag bagi pegawai/karyawan di
lingkungan pemerintahan Kabupaten Gresik, sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui praktek penentuan nominal /nfag bagi PNS dalam
PERBUP 451/55/437.13/2013 di BAZ Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap penentuan nominal
infag bagi bagi pegawai/karyawan dilingkungan pemerintahan

Kabupaten Gresik.

“Ahmad Fauzi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Infag Yang Ditentukan Untuk Pembangunan
Masfid Asy-Syarif”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2013), 59
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F. Kegunaan Hasil Penelitian
Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling
berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian
ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat secara teoritis: berguna bagi penambahan/pengembangan ilmu
pengetahuan dan ilmu hukum, yaitu memperkaya dan memperluas
khazanah yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan /nfag yang
ditentukan dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih
lanjut.

2. Manfaat secara praktis diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan
bagi pihak BAZ Gresik dalam memahami hukum dari /nfag dan sebagai
tambahan informasi kepada masyarakat umum, khususnya para

pegawai/karyawan yang berada dilingkungan Kabupaten Gresik.

G. Definisi Operasional
Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dalam pembahasan
suatu penelitian, maka judul skripsi yang membahas tentang Analisis Hukum
Islam Tentang Penentuan Nominal /nfag Bagi PNS dalam PERBUB
451/55/437.13/2013 di BAZ Kabupaten Gresik ini perlu dikemukakan
secara jelas maksud judul tersebut sebagaimana berikut:
1. Hukum Islam : Yaitu k#itab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad yang

berhubungan dengan segala amal perbuatan mukallaf, baik mengandung
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perintah, larangan, pilihan, atau ketetapan. Dimana dalam perbuatan
mukallaf ini berhubungan dengan /infaq.

2. Infag yang ditentukan: pembayaran /nfag yang dilakukan oleh pegawai
Negeri dan BUMD Kabupaten Gresik berdasarkan golongan dengan

adanya surat keputusan dari bupati.

H. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) yakni
penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya' terhadap sistem
penentuan nominal /nfag bagi pegawai/karyawan di  lingkungan
pemerintahan Kabupaten Gresik dengan menggunakan analisis hukum
Islam.
1. Data yang Dikumpulkan
Berdasarkan rumusah masalah yang telah disebutkan, maka data
yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:
a. Sejarah berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik.
b. Struktur organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik.
c. Pelaksanaan /nfag bulanan yang ditentukan Badan Amil Zakat (BAZ)
Kabupaten Gresik.
d. Prosedur /nfag bulanan yang ditentukan Badan Amil Zakat (BAZ)

Kabupaten Gresik.

12 Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.
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e. Mekanisme /nfag bulanan yang ditentukan Badan Amil Zakat (BAZ)
Kabupaten Gresik.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian bertempat di Badan Amil Zakat Kabupaten
Gresik (BAZ) yang beralamat di Sekretariat: Masjid Al-Inabah Pemkab
Gresik JI. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245, Telp. 031 — 3950737, 031
— 60550530, Gresik 61161.
3. Sumber Data
Maksud dari sumber data dalam penelitian ini adalah subjek
darimana data ini diperoleh. Berdasarkan sumber data yang diperoleh
dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni data primer, dan data
sekunder®®:
a. Sumber Primer
Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
sumbernya, adapaun data primer yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah:**
1) Responden dari Pegawai atau Pimpinan Badan Amil Zakat (BAZ)
Kabupaten Gresik.
2) Responden dari para muzakki di Badan Amil Zakat (BAZ)

Kabupaten Gresik.

3Uma Sekaran, Metodologi Penelitian Untuk Bisnis (Jakarta : Salemba Empat, 2006), 37.
Y Jbid,, 10.
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b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan
untuk mendukung sumber primer yang diperoleh melalui pihak lain,
tidak langsung diperoleh peneliti sendiri. Data sekunder biasanya
berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.’®
Adapun data tersebut diperoleh dari:
1. Ibnu Katsir. Tafsir al Quran Al Azhim.
2. Wahbah Az-Zuhaily, Al-Figh Al-Islamy Wa Adillatuhu.
3. Sayyid Sabig, Fikih Sunnah.
4. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
dan yang berada di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik.
4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian yaitu penulis
mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan
permasalahan di atas. Dalam pengumpulan data tersebut, penulis
menggunakan beberapa teknik yaitu:
a. Studi Dokumentasi
Dalam Teknik dokumentasi merupakan sarana pembantu
peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan
caramembaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan

tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainya.**Dari hasil

5 Azwar Saifuddin, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.
18 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif ( Yogqyakarta: :graha ilmu,
2006), 225.
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pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti dapat
memperoleh data prosedur pelaksanaan /nfag bulanan yang
ditentukan.
b. Wawancara
Dalam penelitian ini juga digunakan teknik wawancara.
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.'” Teknik ini
digunakan untuk menggali data/informasi dari pengurus dan pegawai
yang bekerja di BAZ Kabupaten Gresik. Melalui wawancara tersebut,
dapat diharapkan diperoleh data atau informasi tambahan yang
mendukung data utama yang diperoleh dari sumber primer.
c. Observasi
Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara
mengadakan pengamatan lansung pada obyek yang diteliti untuk
melihat bagaimana aplikasi pelaksanaan /nfag bulanan yang di
tentukan.
5. Teknik Pengolahan Data
Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan
mempermudah peneliti dalam melakukan analisa data, maka peneliti

mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data

"' Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.
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yang diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber

adalah sebagaimana berikut:*®

a.

Editing, yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik
ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek sumber
data yang diperolen melalui teknik pengumpulan data, dan
memperbaikinya apabila masih terdapat hal-hal yang salah.
Organizing, yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan
sumber data. Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-
data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan
yang telah direncanakan sebelumnya mengenai proses dan praktek
penentuan nominal /nfag bagi pegawai/karyawan di lingkungan
pemerintahan Kabupaten Gresik.

Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap
hasil editing dan organizing data yang diperoleh dari sumber —
sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil

lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.

6. Teknik AnalisisData

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, cacatan lapangan,

dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya

dapat diinformasikan ke orang lain.**

8 1bid., 156.

19 Sugiono, Metode Penelitian., 244.
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Untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan secara
keseluruahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode
deskriptif analisis yaitu peneliti mendeskriptifkan dan memaparkan data
yang diperoleh di lapangan mengenai praktek penentuan nominal /nfag
bagi bagi pegawai/karyawan di lingkungan pemerintahan Kabupaten
Gresik. Lebih lanjut, digunakan pola pikir induktif, vyaitu
mengemukakan data yang besifat khusus mengenai praktik atau proses
praktek penentuan nominal /nfag bagi pegawai/karyawan di lingkungan
pemerintahan Kabupaten Gresik. Kemudian dianalisis dengan paparan

yang bersifat umum sesuai dengan hukum Islam.

Sistematika Pembahasan.

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan
kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika
pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Pendahuluan, Bab ini memuat tentang
Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar
pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca pokok
permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka,
kerangka berfikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan landasan teori. Bab ini memuat tentang

infag dalam hukum Islam. Dalam bab ini, secara rinci peneliti akan
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membicarakan tentang pengertian /nfag, macam-macam /nfag, dasar hukum
infaq, serta pengertian zakat dan sadakah.

Bab ketiga, tentang profil BAZ Kabupaten Gresik: sejarah
berdirinya BAZ, tujuan adanya BAZ Kabupaten Gresik, praktek
penerapannya, kebijakan pengelolaan zakat di BAZ kabupaten Gresik,latar
belakang kebijakan, pola pengembangan distribusi zakat di BAZ Kabupaten
Gresik,

Bab keempat, Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Nominal
Infag bagi pegawai/karyawan di lingkungan pemerintahan Kabupaten
Gresik.

Bab kelima, merupakan memuat penutup dan kesimpulan serta

saran yang menyangkut penelitian yang diteliti.



